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BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 2% TAHUN 2014

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatifl
Kabupaten Bengkayang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara { Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tlentang
Pemerintah Daerah { Lembar Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman
Wisata Alam (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5116}

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Dacrah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisast Perangkat
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

| 1. Peraturan Dacrah Nomor 10 Tahun 2007 ientang
Pembagian  Urusan Pemerintahan  vang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang:

12, Peraturan Daecrah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayvang, schagaimana  telah  diubah  heberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Dacrah Nomor 8
Tahun 2014  tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Dacrah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten
Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;. PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BENGKAYANG

P3AES ]
KISTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah  Pusat  sclanjutnya  dischut Pemerintah adalah Presiden
Republik  Indonesia vang memegang  kekuasaan  Pemerintah Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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9.

10.

11.

12.
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17.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh
Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi sefuas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkal Dacrah scebagal unsur
penyvelenggara Pemerintahan Dacrah.,

Dacrah adalah Kabupaten Bengkavang.

Kepala Dacrah adalah Bupati Bengkayang,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Benglkayang,
Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas
ariwisata dan Fkonomi Kreatif kabupaten Bengkavang.

Kepala Dinas  adalah  Kepala Dinas Pariwisata dan  Ekonomi  Kretif
kabupaten Bengkayang.

Unit Pelaksana Teknis vang sclanjutnya disingkat UPT adalah Unsur
Pefaksana Operasional Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Kretit kabupaten
Bengkayang vang berada di Kecamatan.

kebudayaan adalah suatu hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi)
manusia seperti kepercayaan,  kesenian  dan adat istiadat oserta
kescluruhan  pengetahuan  manusia  sebagai makbiuk  sosial yvang
digunakan untuk memahami lingkungan scrta pengalamannya yang
menjadi pedoman  tingkah lakunyva dan hasil akal budi dari alam
sckelilingnva yang dipergunakan bagi kescjahteraan hidupnya.
Peninggalan sejarah dan keperbukalaan adalah benda buatan manusia,
bergerak atau tidak bergerak vang berupa kesatuan atau kelompok, atau
baginn-bagiannya atau sisa-sisanya, vang berumur sekurang-kurangnya
50 tahun atau mewakili gaya yang khas dan mewakili masa gaya
sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting
hagi scjarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

kKesenian  adalah  kegiatan  atau  perilaku  ekspresil  manusia  vang
menghasilkan karva keindahan dalam rangka pemuasan hasrainya akan
keindahan.

CKkesenian Tradisional adalah kegiatan atau perilaku ckspresil manusia

vang menghasilkan karyva keindahan yang berakar dan hidup atmoster
tradisi tertentu dalam rangka pemuasan hasratnya akan keindahan
sesual dengan nilai-nilai tradisi yang dihayati komunitas pendukung
tracist itu.

 PFilm  adalah karva cipta seni dan budava vang merupakan media

komunikasi massa pandang dengar vang dibuat  berdasarkan  azas
sinematografi dengan direkam pada seluloid, via video, piringan video dan
atau bahan hasil penemuan teknologl lainnya dalam scgala bentuk jenis
dan  ukuran metalui prosces Kimiawi, proses clekfronik atau proscs
lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau
ditayangkan dengan sistem  proyeksi mekanik, elektronik dan atau
lainnya.

 Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut

vang dilakukan  secara  sukarela  serta bersifat  sementara  untulk
menikmati obyek dan dava tarik wisata.

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata

Pariwisata  adalah  segala sesuatu yang berhubungan dengan  wisata
termasuk pengusahaan obyvek dan dava tarik wisata scrta usaha-usaha
yvang terkait dibidang terscbhut.



18.

10.

20.

kepariwisataan  adalah  segala  scsuatu yang berhinbungan  dengan
nenvelenggaraan pariwisata.
Usaha ariwisata adalah kegiatan Vang hertujuan untuk

menvelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan
obvek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usala lainnya
vang terkait dibidang tersebut.

Obvek dan Dava Tarik Wisata adalah segala sesuatu vang menjadi
sasaran wisata.

_Sarana  Pariwisata adalah sarana ekonomi dan sosial budava vang

diperlukan  langsung oleh wisatawan  didalain melakukan  perjalanan
seperti transportasi, akomodasi, restoran atraksi wisata dan lain-lain.

CJasa Pariwisata adalah suatu kegiatan vang menvediakan jasa dibidang

pariwisata yang meliputi  jasa  perencanaan, pelayvanan  dan  jasa
penvelenggaraan pariwisata.

BAI3 I
KEDUDURKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRURTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
kedudukan

Pasal 2

Dinas Pariwisata  dan Ekonomi  kreatil  berkedudukan  dibawah  dan
hertangeungiawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat
pembinaan dari Sckretaris Dacrah.

Bagion kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

ek
isal o

NDinas  Pariwisata dan Ekonomi  Kreatif  mempunvai  tugas  pokok

me

laksanakan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan kabupaten di

hidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dinas Pariwisata dan BEkonomi Kreatil mempunyai fungsi;

<Y,

b.

penyusunan program dan pengendalian dibidang pariwisata dan lkonomi
Kreatif;

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis
penyelenggaraan kegiatan penggalian dan pelestarian budaya;

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis
penvelenggaraan kegiatan pengembangan produk dan usaha pariwisata;
pelaksanaan pemberiaan perizinan dan pelaksanaan pelayanaan umum
dibidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

pelaksanaan tugas lain dibidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif vang
diserahkan oleh Bupati.



Bagian kKetiga
Struktur Organisasi

PPasal O

(1} Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
a. Kepala Dinas
by, Sckietariat, membawahi:
1. Sub DBagian Administrasi Umuwm dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
¢. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisatiy
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
2. Seksi Pemasaran dan kerjasama.
d. 1Bidang Pengembangan Destinasi;
1. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisala;
2. Seksi Pengembangan Dava Tarik Pariwisata;
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
e. Bidang LLkonomi Kreatif,
1. Seksi Pengembangan Fkonomi Kreatil;
2. Seksi Pemasaran Kkonomi Kreatif;
3. Seksi Pengembangan Sumber Dava IEkonomi Kreatif.
I. Unit Pelaksana Tcknis Dinas
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan  Fkonomi Kreatit
sehagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yvang
tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian keempat
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatil

Pasal 6

(1} Kepala Dinas schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) hurul o
adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin,
membinét, mengkoordinasikat, menyelenggarakan, mengevaluasi,
mengawasi dan mengendalikan kegiatan dinas di bidang Pariwisata dan
Fkonomi Kreatil sesuai peraturan perundang-undangan vang berlaku.

(2} Kepala Dinas sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal berhalangan
dimana pelaksana tugas dan fungsi di laksanakan oleh Sekretaris atau
pejabat lain yang di tunjuk.

Bagian Kelima
Sckretariat

Pasal 7
(1) Sckretariat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,

mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada
semua unsurl dalam lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatil,

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sckretaris
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 8

Untuk menvelenggarakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1}, Sckretariat mempunyai fungsi .

ol.

b.

h.

mclaksanakan  penyusunan  perencanaan  programny,  kegiatan o dan
anggaran unit kerja ;

melaksanakan  penyvusunan  keuangan  belanja  administrasi umum,
helania operasional dan pemeltharaan unit kerja, pengendalian program,
kegiatan monitoring dan  evaluasi Kegiatan  dan pelaporan program
kegintan dan keuangan unit kerja ;

melaksanakan  administrasi  kepegawadan,  organisasi, tata  laksana,
kelembagaan dan penvusunan produk hukum ;

melaksanakan urusan umum, kearsipan, perpustakaan,

kehumasan dan penatausahaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang
unit kerja ;

pembinaan teknis aparatur dan kelembagaan Sub Dinas .
menvampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, diminta maupun
tidak kepada Kepala Dinas secara berkala; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Sckretariat sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), membawahi :

a.Sub Bagian Administrast Umum dan Kepegawaian;
h.Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan,

(2} Sub  DBagian secbagaimana  dimmaksud  pada  avat (1), masing-masing
> - i o
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dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang berada dibawah  dan
bertangegung jawab kepada Sekretaris.,

Pasal 10

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 avat (1) hurut a, mempunyai tugas pokok membantu

Sckretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, pengarsipan,

administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai.

Untuk melakanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Suhb Bagian Administrast Umum dan Kepegawaian mempunvai tungsi:

a.penvusunan program kerja di sub Bagian Administrasi Umum dan
Kepegawalan;

bh. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan  urusan umum
lainnva:

c. pelaksanaan administrast kepegawaian dan pengembangan pegawai,

d. penyvusunan bahan laporan dan cvaluasi pelaksanaan tugas dibidang
administrasi umum dan kepegawaian; dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidang administrasi umum dan kepegawaian
vang discrahkan oleh Sckretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Rencana kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunval tugas pokok membantu sekretaris
dibidang pengumpulan, pengeloiaan dan pengendalian data penyusunan
program kerja Dinas Pariwisata dan FEkonomi kreatif dan mengelola
keuangan, menyusun  anggaran  tahunan, mempertanggungjawabkan
keuangan dan pelaporan keadaan kas Dinas Pariwisata dan lkonomi
Kreatif,



(2) Untuk melakanakan tugas pokok schagaimana dimaksud pada ayat (1),

b.

sSub Bagtan Rencana herja dan keuangan mempunyval fungsi:

a. penyusunan  program  kerja  di sub  Bagian Rencana  Kerja  dan
heuangan;

h. pelaksanaan penvelarasan dan kompilasi program kerja dinas;

¢. pelaksanaan tata usaha keuangan dinas;

. pelaksanaan monitoring dan evaluast penyeienggaraan program kerja
dinas;

¢. penvusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan
dinas; dan

. petaksanaan tugas lain dibidang rencana kerja dan keuangan yang
diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian keenam
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pasal 12

Bidang Pengembangan Sumber Dava Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 avat (1) hurut ¢, mempunvai tugas menviapkan bahan dan
perumusan  kebijakan  teknis  dibidang  pengembangan  sumber  daya
pariwisata dan pemasaran dan kerjasama panwisatza

Bidang Pengembangan Sumber Dava Pariwisata schagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang bherada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris,

PPasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud datam Pasal 12
avat (1), Bidang Pengembangan Sumber Dayva Pariwisata mempunyad fungsi .

a.

b,

9

.

€.

h.

penvusunan program kerja dibidang pengembangan sumber dava
pariwisata;

penviapan bahan dan perumusan kebijakan tekhnis dibidang
pengembangan sumber daya pariwisata;

. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemasaran

dan kerjasama pariwisata;

pengawasan  terhadap pelaksanaan fugas  dan tungsi dibidang
pengembangan sumber daya pariwista;

pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dibidang pengembangan pemasaran pariwisata;

penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan sumber dayva
pariwisata;

. pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan sumber daya

pariwisata;

pemberian saran dan pertimbangan kepada  kepala dinas  berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan sumber dava
pariwisata;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya pariwisata; dan
pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan pemasaran pariwisata
vang diserahkan kepala dinas.



Pasal 14

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud

N

(2

(1

dalam Pasal 12 ayat (1) terdirt dari:
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
h. Scksi Pemasaran dan Kerjasama.

Masing-masing scksi dipimpin oleh kepala Seksi vang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

asal 15

Scksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud

datam Pasal 134 ayat (1) huru! a, mempunval  tugas mengumpulkan,

mengolah  dan merumuskan  bahan  kebijakan  teknis  dibidang

pengembangan sumber daya pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Scksi Penggalian, Pelestarian Budaya dan Bahasa Dacrah mempunvai

fungsi:

a. penvusunan  program  kerja dibidang Pengembangan  Sumber Dayva
Pariwisata;

h. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis
dibidang 'cngembangan Sumber Daya Pariwisata;

¢. Pengawasan  terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi
pengembangan sumber daya pariwisata;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi dibidang pengembangan sumber dava pariwisate;

o D tel o .

¢. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum  dibidang
pengembangan  sumber dava pariwisata sesual dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

f. pcmbinaan dan pengawasan dibidang pengembangan sumber davs
pariwisata scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¢. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang

berkenaan  dengan  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  dibidang

pengembangan sumber daya pariwisata;

h.pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan tungsi dibidang pengembangan sumber dava pariwisata; dan

. pelaksanaan  tugas  lain dibidang  pengembangan  sumber  daya
pariwisata diserahkan oleh kepala bidang.

Pasal 16

Seksi Pemasaran dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
avat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pemasaran dan kerjasama
pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai fungsi:

a. penvusunan program kerja dibidang pemasaran dan kerjasama
pariwisata;

b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis
dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;
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c. pengawasan lerhadap pelaksanaan fugas dan fungsi stal di seksi
nemasaran dan kerjasama;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;

¢. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelavanan umum dibidang
pemasaran  dan kerjasama pariwisata sesual  dengan perturan

nerundng-undangan yang berlaku;

pembinaan  dan  pengawasan  dibidang pemasaran  dan  kerjasama
pariwisata sesuai dengn peraturan perundang-undangan vang berlaku;
penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
berkenan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pemasaran
dan kerjasama pariwisata;

9

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan tungst dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata; dan

. pelaksanaan tugas lain dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata
vang diserahkan oleh kepala bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Destinasi

Pasal 17

Bidang Pengembangan Destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) hurul d, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pcerumusan
kebijakan teknis dibidang pengembangan usaha pariwisata,
pengembangan daya tarik pariwisata, dan pemberdayvaan masyarakat
pariwisata.

Bidang Pengembangan bestinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
dipimpin olch scorang kepala Bidang vang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sehagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan - program  kerja dibidang  pengembangan  destinasi
pariwisatea;

bh. penyiapan  bahan  dan  perumusan  kebijakan  teknis  dibidang
pengembangan destinasi pariwisata;

c. penviapan bahan dan perumusan kebijakan  teknis  dibidang
pengembangan daya tartk pariwisata;

d. penyiapan  bahan  dan perumusan  kebijakan  teknis  dibidang
pemberdayaan masyarakat pariwisata;

e. pengawasan terhadap pclakanaan  tugas dan  fungsi  dibidang
pengembangan destinasi;

[. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dibidang pengembangan destinasi pariwisata;

g. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelavanan umum dibidang
pengembangan  destinasi  pariwisata scsual  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku;

h.pembinaan  dan  pengawasan  dibidang pengembangan  destinasi
pariwisata scsual dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku;



i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenan
dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan destinasi
pariwisata;

j. pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pengembangan destinasi pariwisaia;

k. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan destinasi pariwisata
vang diserahkan kepala dinas.

asal 19

(1) Bidang Pengembangan Destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
terdiri dart:
a. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
b. Scksi Pengembangan Dayva Tarik Pariwisata; dan
c. Scksi Pemberdavaan Masvarakat Pariwisata,
(2) Masing-masing scksi dipimpin olch Kepala Scksi yang berada dibawah dan
bertonggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

(1) Scksi Pengembangan Usaha Pariwisata scbagaimana dimaksud dalam
dasal 19 avat (1) hurut a, mempunyai tugas pokok mengumpulkan,
mengolah  dan merumuskan  bahan  kebijakan  teknis  dibidang

Pengembangan Usaha Pariwisata.

K

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di sckst Pengembangan Usaha Pariwisata;

b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebtjakan  teknis
dibidang Pengembangan Usaha Pariwisata;

c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi
Pengembangan Usaha Pariwisata;

d. pelaksanaan koordinasi dan [asilitasi scsuai dengan tugas pokok dan
fungsi dibidang pengembangan usaha pariwisata;

¢. pelaksanaan  urusan pemerintahan  dan pelayanan umum  dibidang
pengembangan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

{. pemberian izin usaha pariwisata scsuai peraturan perundang-undangan
vang berlakuy;

o pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan usaha pariwisata
scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h.penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
berkenaan  dengan  pelaksanaan  tugas dan  fungst  dibidang
pengembangan usaha pariwisata:

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laopran terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pengembangan usaha pariwisata; dan

j. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan usaha pariwisata yang
diserahkan oleh kepala bidang.

Pasal 21

(1} Scksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpuikan,
mengolah dan merumuskan bahan  kebijakan  teknis  dibidang
Pengembangan Daya Tarik Pariwisata.



(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata mempunyai fungsi:

<.

b.

(.

Vst

(1)

penyusunan  program  kerja  di - seksi pengembangan  dava  tarik
pariwisata;

pengumpalan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan  teknis
dibidang pengembangan daya tarik pariwisata;

Cpengawasan  terhadap  pelaksanaan tugas dan fungsi staf di scksi

pengembangan daya tarik pariwisata;
pelaksanan koordinasi dan fasilitasi sesual dengan tugas pokok dan
fungsi dibidang pengembangan daya larik pariwisata;

. pelaksanaan urusan pemerintahan  dan pelayanan umum  dibidang

pengembangan  daya  tarik  pariwisata  sesual  dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

pembinaan dan pengawasan dibidang  pengembangan  dava  tarik
pariwisata scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.penyusunan konsep  saran dan pertimbangan kepada kepala bidang

herkenan dengan elaksanaan tugas dan fungsi dibidang
pengembangan daya tarik pariwisata;

.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi dibidang pengembangan daya tarik pariwisata;
pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan daya tarik pariwisata
vang diserahkan oleh kepala bidang.

IPasal 22

Scksi Pemberdavaan Masyarakat Pariwisata sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) hurul ¢, mempunyai tugas pokok

mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis
dibidang Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sehagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pemberdayaan Masyarakal Pariwisata mempunyai lungsi:

a. penyusunan program  kerja di oseksi pemberdayaan  masyarakat
pariwisata;

b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis
dibidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;

¢. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi
pemberdayaan masyarakat pariwisata;

d. pelaksanan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi dibidang pemberdayaan masyarakal pariwisata;

e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

f. pembinaan dan pengawasan dibidang pemberdayaan masyarakat
pariwisata  sesuai dengan  peraturan perundang-undangan  vang
berlaku;

o. penvusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
berkenan dengan pelaksanaan tugas dan  lungst  dibidang
pemberdayaan masyarakal pariwisata,

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masvarakat pariwisata;
dan



i. pelaksanaan 1iugas lain dibidang pemberdayaan  masyarakal
pariwisata vang diserahkan oleh kepala bidang.

Bagian kedelapan
Bidang Fkonomi Kreatif
Pasal 23
(1} Bidang Fkononu kreatif sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayvat (1)
hurut e, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan
teknis dibidang pengembangan ekonomi  kreatif, pemasaran ckonomi

kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif

(2} Bidung FEkonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang kKepala Bidang vang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sckretaris.

Pasal 24
Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam pasal
23 ayat {1}, Bidang tkonomi Kreatif mempunyai fungsi:
4. penyusunan program kerja dibidang ekonomi kreatif;

h. penyiapan bahan dan perumisan kebijakan teknis bidang pengembangan
ckonomi kreatily

¢. penviapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemasaran
elkonomi;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang ekonomi
pengembangan sumber dava ckonomi kreatifs

e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tungsi dibidang ekonorni
kreatif;

f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dibidang ekonomi kreatif:

g. penyvelenggaraan urusan pemecrintah dan pelayanan umum dibidang
ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yvang berlaku;

h. pembinaan dan pengawasan dibidang ckonomi kreatif sesual dengan
peraturan perundang-undangan yvang herlaku;

i. pemberian saran  dan pertimbangan kKepada kepala dinas berkenan
dengan tugas pokok dan fungsi dibidang ekonomi kreatif;

i, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang ekonomi kreatif; dan

k. pelaksanaan tugas lain dibidang ekonomi kreatil yang diserahkan kepala
dinas.

Pasal 25

(1] Bidang Ekonomi Kreatil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
terdiri dart:
4. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
b. Scksi Pemasaran Ekonomi Kretif; dan
¢. Scksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.



(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh scorang Kepaba Seksl yang berada
hey

dibawah dan

rtanggung jawab langsung kepada RKepala Bidang,

Pasal 26

(1} Scksi Pengembangan Kkonomi Kreatif sehagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat {1} huruf a, mempunyai tugas pokok mengumpuikan, mengolah
dan  merumuskan  bahan  kebijakan  teknis  dibidang  pengembangan
ckonomi kreatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok schbagaimana dimaksud pada avat (1),
Scksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

.
b.

JQ

h.

penvusunan program keria di seksi pengembangan ckonomi kreatit;
pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis
hidang pengembangan ekonomi kreatif;

.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi stal di seksi

pengembangan ekonomi kreatif;

_peiaksanan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan

funesi dibidang pengembangan ckonomi kreatif;
> bl ta] & bl

s pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelavanan umum  dibidang

pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

pembinaan dan pengawasan dibidang pengembangan lkonomi kreatif
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.penvusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang

berkenan  dengan pelaksanaan  tugas  dan fungsi dibidang
pengembangan ekononit kreatil;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi kreatif, dan
pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan ekonomi kreatif yang
diserahkan oleh kepala bidang.

Pasal 27

(1) Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatit schagaimana dimaksud dalam Pasal 25
avat (1] huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan
merumuskan bahan  kebijakan  teknis dibidang pemasaran ckonomi
kreatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pemasaran Bkonomi kreatit mempunyat fungsi:

a.

b.

(1.

.

penyusunan program kerja di scksi pemasaran ckonomi kreatit;
pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis
hidang pemasaran ckonomi kreatif;

.pengawasan  terhadap  pelaksanaan tugas dan tungsi stat di seksi

pemasaran ekonomi kreatif;

pelaksanan koordinasi dan fasilitasi sesual dengan tugas pokok dan
fungsi dibidang pecmasaran ckonomi kreatif;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum  dibidang
pemasaran  ekonomi  kreatil sesuai dengan  peraturan  perundang-
undangan vang berlaku;

pembinaan dan pengawasan dibidang pemasaran ckonomi  kreatif
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakug



.peniyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
berkenan dengan pelaksanaan tugas dan fungst dibidang pemasaran
ckonomi kreatif;

g2

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pemasaran ckonomi kreatif; dan

i. pelaksanaan tugas lain dibidang pemasaran ckonomi kreatif vang
diserahkan oleh kepala bidang,

Pasal 28

Scksi Pengembangan  Sumber Dayva  lKkonomi Kreatil  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 avatr (1) huraf ¢, mempunyal tugas pokok
mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis
dibidang pengembangan sumber dava ekonomi kreatit.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat {1},

Seksi Pengembangan Sumber Dava Dkonomi kreatil mempunyat fungsi:

a. penvusunan  program  kerja di sekst pengembangan  sumber dava
ckonomi kreatif;

bh. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis
bidang pengembangan sumber dava ekonomi kreatif;

c. pengawasan  terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi stat di seksi
pengembangan sumber daya ckonomi kreatif;

 pelaksanan koordinasi dan fasiitast sesuat dengan tugas pokok dan
fungsi dibidang pengembangan sumber daya ekonomt kreatif;

~

¢. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayvanan umum dibidang
pengembangan sumber daya ckonomi kreatif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

. pembinaan dan pengawasant dibidang pengembangan suiiber daya
ckonomi kreatif scsuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku;

g. penyvusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
berkenan  dengan  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  dibidang
pengembangan sumber daya ckonomi kreatif;

h. pefaksanaan monttoring, evaluast dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber dava ekonomi
kreatit; dan

i. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan sumber dayva ekonomi
ikreatil yang diserahkan oich kepala bidang.

Bagian kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

(1} Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat

(2)

(1) hurut , mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Teknis
Dinas dibidang pariwisata dan ckonomi kreatif vang wilayvah kerjanva
meliputi 1 {satu) atau beberapa wilayah kecamatan,

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1),
dipimpin olch seorang kepala UPTD vang berada di bawah dan
hertanggung jawah kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



3AB 11
Kelompok Jabatan B
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Pasal 30

{1} Kelompok Jabatan Fungsional schagaimana dimaksud datam Pasal 5 ayat
1 huruf g, terdiri dart sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan
fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan  keterampilan
tertentu.

(2) Jabatan I'ungsional schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayvat (1), dijabat
olch pejabat fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawaly
langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Jenis  Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan  fungsional
sebagaimana dimaksud pada avat (2}, ditetapkan dengan kKeputusan
Bupati berdasarkan kebutuhan melalul analisis jabatan.

BAB IV
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 31

(1} Dalam melaksanakan tugas pokok seluruh pemegang jabatan struktural,
jabatan non struktural atau jabatan fungsional wajib melaksanakan
koordinasi, infegrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
MAsing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sctiap pimpinan satuan kerja dilingkungan dinas wajibh melaksanakan
tugas pokok memimpin dan memberikan  kebijakan  kerja kepada
hawahannya.

(3) Kepala Dinas dan scluruh pejabat struktural di dinas wajib melaksanakan
fungst pengawasan melekat dalam  satuan kerja masing-masing  dan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penvelesaian masalah
sesuat ketentuan yvang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 32
(1) Kepala Dinas wajib menyvampaikan iaporan pelaksanaan tugasnya secara
periodik maupun scwaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten.
(2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkavang secara
tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman vang
berlaku.
Sctiap pimpinan satuan kerja dalam dinas wajib mematuhi kebijakan
kerja yvang diberikan scsuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat

—_
B
w

—

wakiu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan vang

herlalku.



(4} Sctiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan vang diterima dari
bawahan dan menggunakannva  schagal bahan evaluasi dan bahan

pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja kepada bawahan.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 33

(1} Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Bengkavang,

(2} Pelaksanaan Program berdasarkan tugas pembantuan meniadi beban
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Laporan pengelolaan anggaran vang disajikan dalam bentuk laporan
keuangan sesual ketentuan vang berlaku disampaikan kepada Bupati,
dan tugas pembantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

asal 34

(1) Kepala Dinas wapb memberikan dukungan dan kerjasama vang baik
dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasititasi penataan
perangkat  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  satuan  kerja  yang
bertanggungjawab dibidang organisasi.

(2} Kvaluasi  kinerja  Kepala Dinas dilakukan setahun  seckali  dibawah
koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten vang secara tekhnis operasional
dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.

(3) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah/petunjuk atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Dalam rangka penyempurnaan  kelembagaan  dinas, unit kerja  yang
erta ingiawab dibida rganisast berkewajibe Hakukan evaluasi
bertanggungjawab dibidang organisast berkewajiban melakuk i
yeban kerja setie emege jabat: Jalui observasi (activity sampling
het ker; tiap pemegang jabatan melalui obsery (ceetivity pling)
secara periodik.

BAB Vil
RETENTUAN PERALIFHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21
Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, FFungsi dan Tata
Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 okfobers- 2014

ﬁaum’n BENGKAYANG, ¢

(

¢

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang at p
pada tanggal & oktcber 2014 “\“
s\

SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT NGKAYANG,

v @ KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR 3¢&
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